
BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAICAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :  b a h w a  un tuk  melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 11
ayat (8), Pasal 12  aya t  (5), Pasal 1 3  aya t  (6), Pasal 1 4  aya t  (6),
Pasal 15 ayat (8), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat
(8), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (6) Peraturan
Daerah K a b u p a t e n  Grobogan  N o m o r  4  Ta h u n  2 0 2 3  t e n t a n g
Penyelenggaraan Ketert iban U m u m  dan  Ketentraman Masyarakat
serta Pe l i ndungan  Masyaraka t ,  p e r l u  m e n e t a p k a n  P e r a t u r a n
Bupat i  ten tang Ta t a  Cara  Pengenaan Sanks i  Admin is t ra t i l  a tas
Pelanggaran Pera tu ran  D a e r a h  N o m o r  4  Ta h u n  2 0 2 3  t en tang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat 1 .  P a s a l  1 8  a y a t  (6)  Undang-Undang Dasa r  Negara Repub l i k
Indonesia Tahun 1945;

2. U n d a n g - U n d a n g  Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republ ik Indonsia Tahun  1950 Nomor
42);

3. U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2 0 1 4  N o m o r  2 4 4 ,  Ta m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a
Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana te lah d iubah
beberapa k a l i  te ra lch i r  dengan  Undang-Undang  N o m o r  6
Tahun 2 0 2 3  t e n t a n g  Pene tapan  P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h
Pengganti Undang-Undang N o m o r  2  Ta h u n  2 0 2 2  t e n t a n g
Cipta K e r j a  m e n j a d i  Undang-Undang  (Lembaran  N e g a r a
Republik I ndones ia  Ta h u n  2 0 2 3  N o m o r  4 1 ,  Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. U n d a n g - U n d a n g  Nomor 11 Tahun  2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2023
Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 6867);

5. P e r a t u r a n  Pemerintah Nomor 16 Tahun  2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Pra ja  (Lembaran Negara Repub l i k  Indonesia



Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6205);

6. P e r a t u r a n  Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum clan
Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);

7. P e r a t u r a n  Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Ta h u n  2 0 2 3  Nomor  4 ,  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF ATA S  PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4  TA H U N  2 0 2 3  TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. D a e r a h  adalah Kabupaten Grobogan.
2. B u p a t i  adalah Bupati Grobogan.
3. Pemer in tah  D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara pemer in tahan D a e r a h  y a n g  m e m i m p i n
pelaksanaan umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonorn.

4. Pe rangka t  Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan
perwalcilan ralcyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. S a t u a n  Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol
PP a d a l a h  Perangkat  D a e r a h  y a n g  d i b e n t u k  u n t u k
menegaldcan pera turan  Daerah  d a n  pera turan  Bupa t i ,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

6. Ke te r t i ban  U m u m  adalah s u a t u  keadaan d inamis  y a n g
memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah clan
masyarakat dapat melalcukan kegiatannya dengan tertib dan
teratur.

7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung
arti bebas dan i gangguan clan ancaman, balk f isik maupun
psikologis.

8. Penyelenggaraan Keter t iban U m u m  d a n  Ketenteraman
Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggaralcan
Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah dan masyarakat dapat melalcukan kegiatannya dalam
situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai
dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah
dan peraturan Bupati.

9. Kecamatan  adalah bagian wilayah dan i Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

10. C a m a t  adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan d i  w i layah k e r j a  Kecamatan y a n g  da lam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan



pemerintahan dan i Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi Daerah,  d a n  menyelenggarakan t u g a s  u m u m
pemerintahan.

11. Lu rah  adalah pimpinan kelurahan yang mempunyai tugas
dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan d i
wilayah Keturahan.

12. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa.

13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha,
balk yang berbadan hukum maupun yang t idak berbadan
hukum.

14. Ta t a  Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola mang.
15. Ja lan  adalah prasarana transportasi dara t  yang mel iput i

segala bagian ja lan,  termasuk bangunan pelengkap clan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di  atas permukaan tanah, di
bawah permukaan t a n a h  d a n /  atau a i r ,  s e r t a  d i  a t a s
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan ion, dan jalan
kabel.

16. Reklame adalah benda, a l a t  perbuatan a tau  media yang
menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan
komersial, d i p e r g r u n a k a n  u n t u k  m e m p e r k e n a l k a n ,
menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau
orang ataupun untuk menarik perhafian umum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat
dilihat, dibaca, dan atau didengar dan i suatu tempat seolah
umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

17. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, balk yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.

18. Sungai  adalah alur  atau wadah ai r  alami dan/  atau buatan
berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai
dan i hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kin i oleh
garis sempadan.

19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan k in i
Sungai, y a n g  m e m p u n y a i  m a n f a a t  p e n f i n g  u n t u k
mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.

20. Jar ingan Irigasi adalah saluran, bangunan, clan bangunan
pelengkapannya y a n g  mempakan  s a t u  kesa tuan  y a n g
diperlukan u n t u k  penyediaan, pembagian,  pember ian,
penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

21. Waduk  adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai alcibat
dibangrunnya bendungan.

22. Drainase adalah sebuah saluran ai r  yang dibangun sebagai
upaya untuk menyalurkan massa air berlebih.

23. Embung adalah bangunan penyimpan air  yang dibangun d i
daerah depresi.

24. Sumber Air  adalah tempat atau wadah air  alami dan/ atau
buatan y a n g  terdapat  pada,  d i  a tas ,  a t a u  d i  b a w a h
permukaan tanah.

25. Bekas Sungai adalah mas Sungai yang tidak berfungsi lagi
sebagai aiur Sungai untuk mengalirkan air Sungai.

26. Ruas  Bekas Sungai adalah lahan pada lokasi Bekas Sungai.
27. Bangunan Gedung ada lah  w u j u d  f i s i k  h a s i l  pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat  kedudukannya,
sebagian atau selumhnya berada di atas dan atau di  dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia



melakukan kegiatannya, b a i k  u n t u k  hun ian  a tau  tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan Ichusus.

28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutrwa disingkat
PBG ada lah  per iz inan y a n g  d ibe t ikan  kepada  pem i l i k
Bangunan Gedung u n t u k  membangun baru ,  mengubah,
memperluas, mengurangi,  d a n /  atau merawat  Bangunan
Gedung sesuai dengan standar telcnis Bangunan Gedung.

29. Tempat  Hiburan adalah tempat  penyelenggaraan h iburan
umum yang dikelola oleh suatu badan atau perorangan pada
suatu tempat dan/atau lokasi tertentu dengan bangunan
permanen te rmasuk  d i  da lamnya penyediaan berbagai
fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub,
karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.

30. Sert i f ikat La ik  Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat S L F  a d a l a h  se r t i f i ka t  y a n g  d ibe r i kan  o l e h
Pemerintah Daerah  u n t u k  menyatakan ke la ikan  f ungs i
Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

31. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung
etanol atau etil alkohol (C2H OH) yang diproses dan i bahan
pertanian y a n g  mengandung karbohidrat  dengan  c a r a
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN

KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagrian Kesatu
Umum

Pasal 2
Pelaksanaan keg ia tan  pener t iban p a d a  Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi:
a. tert ib Tata Ruang;
b. tert ib Jalan;
c. tert ib lalu lintas clan angkutan jalan;
d. tert ib Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
e. ter t ib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung,

Sumber Air,dan Ruas Bekas Sungai;
f. te r t ib  lingkungan;
g. tert ib tempat usaha dan usaha tertentu;
h. tert ib bangunan;
i. t e r t i b  sosial;
j. t e r t i b  kesehatan; dan
k. tert ib Tempat Hiburan dan keramaian.

Bagian Kedua
Tertib Tata Ruang

Pasal 3
(1) Setiap Orang berkewajiban:

a. mentaat i  rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ta t a  Ruang sesuai dengan kesesuaian

kegiatan pemanfaatan ruang dan i pejabat yang berwenang;
c. mematuh i  ke ten tuan  y a n g  t e l a h  d i te tapkan  d a l a m

persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ;
dan/ atau



d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatalcan sebagai mi l ik
umum.

(2) Setiap Orang dilarang:
a. melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
b. melanggar ketentuan pemanfaatan r u a n g  y a n g  t e l a h

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
c. t i d a k  memberikan akses terhadap kawasan yang o leh

ketentuan pera turan  perundang-undangan d inyatakan
sebagai milik umum; dan/atau

d. memperoleh dolcumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang dan  dolcumen pernyataan mandir i  dengan t i dak
melalui prosedur yang benar.

Pasal 4
(1) Se t i ap  o r a n g  y a n g  melanggar ke ten tuan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
g. pembongkaran bangrunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau
i. denda administratif.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk:
a. huruf a ,  h u r u f  b ,  h u r u f  c ,  h u r u f  h  d a n  h u r u f  i

dilaksanakan o l e h  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u m s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
pekerjaan umum clan penataan ruang;

b. huruf d dan huruf  g dilaksanakan oleh Satpol PP setelah
menerima permohonan/rekomendasi d a r i  Pe rangka t
Daerah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan d i
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan

c. huruf e dan huruf  f  dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan umsan  pemerintahan d i  bidang
perizinan.

Bagian Ketiga
Tertib Jalan

Pasal 5
(1) Se t i ap  Orang berkewajiban:

a. berjalan pada  bagian Ja lan  yang  dipemntuldcan bag i
pejalan kaki atau Jalan paling tepi apabila t idak terdapat
bagian Jalan yang dipemntuldcan bagi pejalan kaki; clan

b. menggrunakan fasilitas penyeberangan Ja lan yang telah
dilengkapi dengan jembatan penyeberangan atau rambu
penyeberangan.

(2) Se t i ap  Orang dilarang:
a. membuang sampah, bangkai  hewan dan /a tau  kotoran

sembarangan di Jalan;
b. membakar sampah di Jalan;
c. menerobos pagar pemisah Jalan;



cl. melakukan perbuatan y a n g  dapa t  beralcibat merusak
sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan
keselamatan lalu lintas;

e. menggembalakan a t a u  membiarkan hewan  pel iharaan
berkeliaran d i  Jalan yang dapat mengganggu pengguna
Jalan;

f. mengasong, m e m i n t a  sumbangan ,  m e n g e m i s  c l a n
mengamen di Jalan/persimpangan Jalan;

g. memberi s e j u m l a h  u a n g  d a n / a t a u  b a r a n g  k e p a d a
pengemis, peminta sumbangan dan/a tau  pengamen d i
Jalan/persimpangan Jalan;

h. membuat pos keamanan di mang milik Jalan tanpa izin;
i. menggunalcan m a n g  m i l i k  J a l a n  s e l a i n  s e s u a i

peruntukannya tanpa izin;
j. membuat a t a u  memasang p i n t u  penutup  Ja lan  yang

berpontensi mengganggu Ketertiban Umum;
lc. memasang spanduk, baliho, ka in  bendera atau bendera

bergambar dan sejenisnya di sekitar Jalan tanpa izin;
1. memasang Reklame yang menyempai rambu lalu lintas;
m.membangun kontmksi  Reklame yang bempa bando atau

portal atau sejenisnya yang melintang di Jalan;
n. bertempat tinggal, membangrun ba lk  permanen maupun

semi permanen di  bahu Jalan, saluran tepi Jalan, bawah
jembatan atau di jembatan penyeberangan;

o. menumpuk, menaruh,  membongkar b a h a n  bangunan
dan/atau barang bekas bangunan d i  Jalan dan  trotoar
yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dan i l x24  (satu
kali d u a  pu luh  empat) j a m  kecuali u n t u k  kepentingan
umum;

p. melakukan kegiatan keramaian yang memakai Jalan/mang
milik Jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin
dan i pejabat yang berwenang;

cl. menebang dan  memotong pohon dipinggir Ja lan tanpa
seizin pejabat yang berwenang; dan/atau

r. memasang spanduk melintang di Jalan.

Pasal 6
(1) Se t i ap  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bempa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

(3) S e t i a p  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(4) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembubaran; dan/atau
d. pembongkaran.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (4) dilakukan secara berjenjang.

(6) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mempakan pengenaan sanksi administratif dilakukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(7) Dikecualilcan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada  aya t  (5),  apabi la



terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di
Jalan.

(8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 )  d i laksanakan  o l e h  Perangka t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u r u s a n  p e m e r i n t a h a n  d i  b i d a n g
perhubungan.

(9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf  a dan hurufbterhadap pelanggaran ketentuan
Pasal 5 ayat (2) untuk:
a. h u r u f  a, huru f  b, huru f  c, hu ru f  d, huru f  e dan huruf  p

dilaksanakan o l e h  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u r u s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
perhubungan;

b. h u r u f  f  dan huruf  g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d i  bidang
so sial ;

c. h u r u f  h, huru f  i, hu ru f  j, hu ru f  n, hu ru f  o dan huruf  q
dilaksanakan o l e h  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u r u s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
pekerjaan umum clan penataan mang; clan

d. h u r u f  k, huru f  1, huru f  m dan huruf  r  dilaksanakan oleh
Perangkat D a e r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintahan di bidang perizinan.

(10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) h u r u f  c  dan hu ru f  d  dilaksanakan oleh Satpol PP
setelah menerima permohonan/rekomendasi dan i Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Keempat
Tertib Lalu Lintas clan Anglcutan Jalan

Pasal 7
(1) Setiap Orang berkewajiban:

a. melaksanalcan tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan;

b. mematuhi  rambu-rambu lalu lintas bagi setiap pengguna
lalu lintas clan angkutan Jalan;

c. n a i k  dan/ atau turun di  tempat pemberhentian yang telah
ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;

d. berhent i  p a d a  t e m p a t  y a n g  t e l a h  d i ten tukan  b a g i
pengemudi angkutan umum; clan

e. mematuh i  ta ta  cara muat  bagi angkutan barang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang dilarang:
a. melanggar rambu-rambu lalu lintas serta marka Jalan;
b. merokok di dalam angkutan umum;
c. n a i k  d a n / a t a u  t u r u n  se la in  d i  t e m p a t  y a n g  t e l a h

ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
d. berhent i  selain d i  tempat  yang te lah di tentukan bag i

pengemudi angkutan umum;
e. menganglcut h a s i l  tambang ga l ian  C  t a n p a  penu tup

muatan;
f. mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan

din dan/atau orang lain;
g. menganglcut hewan temak dengan bagian tubuh  hewan

keluar dan i bak kendaraan penganglcut;



h. mengendarai kendaraan yang tidak memenuhi keselamatan
lalu l intas dan/atau anglcutan Jalan d i  ja lur  la lu lintas;
clan

i. m e m a r k i r  kendaraan bennotor d i  otos bagian Jalan yang
diperuntulckan bagi pejalan kaki.

Pasal 8
(1) Setiap O r a n g  y a n g  melanggar  ke ten tuan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administrati f  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis;

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilalcukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) h u m f  a  dan h u m f  b  dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah y a n g  menyelenggarakan u m s a n  pemerintahan d i
bidang perhubungan.

Bagian Kelima
Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 9
(1) Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kenyamanan d i  R u a n g  Te rbuka  H i j a u  d a n
tempat/fasilitas umum; dan/atau

b. mematuhi  k e t e n t u a n  R u a n g  Te r b u k a  H i j a u  c l a n
tempat/fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya.

(2) Setiap Orang dilarang:
a. memasulci a tau  berada d i  Ruang Terbuka H i jau  yang

bukan dipemntulckan untuk umum;
b. melalcukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat

merusak Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas
umum lainnya beserta kelengkapannya;

c. mengasong d i  R u a n g  Te r b u k a  H i j a u  d a n / a t a u
tempat/fasilitas umum lainnya;

d. buang  a i r  besar  dan /a tau  a i r  kec i l  sembarangan d i
kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas
umum lainnya;

e. melalcukan kegiatan mencorat-coret, menul is ,  melukis,
memasang ik lan dan  sejenisnya d i  pohon, t iang lampu
penerangan jalan umum, tiang telepon, rambu lalu lintas,
banglcu taman, tembok dan  fasilitas u m u m  lainnya d i
kawasan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum
lainnya;

f. ber tempat  tinggal, membangun ba lk  permanen maupun
semi permanen d i  kawasan Ruang Terbuka Hi jau dan
tempat/fasilitas umum lainnya;

g. berjongkok, berbaring atau berdiri d i  atas banglcu mi l i k
Pemerintah Daerah y a n g  terdapat d i  kawasan Ruang
Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;

h. membuang sampah sembarangan d i  kawasan Ruang
Terbuka Hijau dan/atau tempat/lasilitas umum lainnya;



i. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan d i
Ruang Terbuka Hi jau  dan/a tau tempat/fasilitas u m u m
lainnya;

.i. me lompat i  a t a u  menerobos pagar  pembatas d i  Ruang
Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;

k. menebang atau memsak pohon clan tanarnan yang tumbuh
di sepanjang Ruang Terbuka Hijau, clan tempat/fasilitas
umum lainnya tanpa izin, kecuali dilalcukan oleh petugas
yang berwenang;

1. mend i r i kan  b a n g u n a n  y a n g  d a p a t  mengalcibatkan
bembahnya f u n g s i  R u a n g  Te r b u k a  H i j a u  c l a n
tempat/fasilitas umum;

m. melalcukan perbuatan asusila, berjudi, menjual dan/atau
meminum Minuman Beralkohol d i  Ruang Terbuka Hi jau
dan tempat/fasilitas umum;

n. mengendarai d a n / a t a u  menggunakan kendaraan b a i k
bermotor ataupun t idak bermotor d i  area Ruang Terbuka
Hijau k e c u a l i  s e p e d a  ka3ruh  d a n  p e t u g a s  u n t u k
pemeliharaan; dan/ atau

o. ber jualan di  area Ruang Terbuka Hijau kecuali di  tempat
yang telah ditentukan.

Pasal 10
(1) Setiap O r a n g  y a n g  melanggar  ke ten tuan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pembongkaran.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilalcukan secara berjenjang.

(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilalculcan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk:
a. h u r u f  a dan huruf  b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan umsan  pemerintahan d i  bidang
lingkungan hidup; dan

b. h u r u f  c  dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima
permohonan/ rekomendasi d a n  i P e r a n g k a t  D a e r a h
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung,

Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai

Pasal 11
(1) Setiap Orang berkewajiban:

a. memelihara, dan  melestarikan pohon l indung d i  daerah
Sempadan Sungai, Jar ingan Irigasi, Drainase, Waduk,
Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau

b. menjaga keberlangsungan S u n g a i ,  J a r i n g a n  I r i gas i ,
Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas
Sungai.



(2) Setiap Orang dilarang:
a. membuang sampah dan/atau kotoran ke Sungai, Jaringan

Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas
Bekas Sungai;

b. merusak sarana dan prasarana Sungai, Jaringan Irigasi,
Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas
Sungai;

c. melakukan kegiatan y a n g  menyebabkan terganggunya
aliran air pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk,
Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;

d. menempatkan kerarnba ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi,
Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas
Sungai;

e. menangkap ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase,
Waduk, Embung, Sumber A i r,  dan  Ruas Bekas Sungai
dengan c a r a  y a n g  d a p a t  mengakibatkan k e m s a k a n
ekosistem d i  Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk,
Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau

f. mend i r i kan  bangunan apapun pada Sempadan Sungai,
bantaran Sungai, atas Sungai, Sempadan Jaringan Irigasi,
atas Jaringan Irigasi, Sempadan Drainase, atas Drainase,
Sempadan Waduk, atas Waduk, Sempadan Embung, atas
Embung, Sempadan S u m b e r  A i r ,  a t a s  S u m b e r  A i r ,
Sempadan Ruas Bekas Sungai atas Ruas Bekas Sungai.

Pasal 12

(1) Setiap O r a n g  y a n g  melanggar  ke ten tuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) bempa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pembongkaran.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilalcukan secara berjenjang.

(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mempakan pengenaan sanksi administratif dilalcukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Dikecualikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada  aya t  (3),  apabi la
terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di
Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber
Air dan Ruas Bekas Sungai.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf  a dan huruf  b terhadap pelanggaran ketentuan
Pasal 11 ayat (1) untuk:
a. pelanggaran di Sempadan Sungai, Sungai dan Sumber Air

dilaksanakan o l e h  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u r u s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
linglcungan hidup; dan

b. pelanggaran di Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung
dan Ruas  Bekas Sungai  dilaksanakan o leh  Perangkat
DaerEth yang menyeleriggarakan urusan pemerintahan d i
bidang pekerjaan umum dan penataan mang.

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf  a dan huruf  b terhadap pelanggaran ketentuan
Pasal 11 ayat (2) untuk:



a. h u r u f  a  a tas  pelanggaran d i  Sungai clan Sumber A i r
dilaksanakan o l e h  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u m s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
linglcungan hidup;

b. h u r u f  a  atas pelanggaran d i  Jaringan Irigasi, Drainase,
Waduk, Embung dan Ruas Bekas Sungai dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u m s a n
pemerintahan d i  bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;

c. h u r u f  b, huruf  c clan huruf  f dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d i
bidang pekerjaan umum dan penataan mang;

d. h u r u f  d dan huruf  e atas pelanggaran d i  Sungai, Waduk,
Embung, Sumber Air clan Ruas Bekas Sungai dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u m s a n
pemerintahan di bidang petemakan dan perikanan; dan

e. h u r u f  d dan huruf  e atas pelanggaran d i  Jaringan Irigasi
dan Drainase dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan u m s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
pekerjaan umum dan penataan mang.

(8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf  c dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima
permohonan/rekomendasi dan i Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).

Bagian Ketujuh
Tertib Linglcungan

Pasal 13
(1) Setiap Orang berkewajiban:

a. melaporkan d i r i  kepada ketua mlcun tetangga setempat
bagi yang berkunjung atau bertamu lebih dan i bc24 (satu
kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap;

b. melaporkan penghuninya kepada  Kepa la  Desa/Lurah
melalui pengums mlcun tetangga setempat secara periodik
paling sedikit setiap 3  (tiga) bu lan sekali dan/atau ada
pembahan d a t a  penghuni  b a g i  pemi l i k  r u m a h  kos t ,
sewajkontrak, dan/atau pengelola rumah susun;

c. mengawasi penghuninya d a n  bertanggung jawab a t a s
penyalahgunaan rumah kos t  a tau rumah susun u n t u k
perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hulcum lainnya
bagi pemilik rumah kost, sewa, danjatau pengelola rumah
susun;

d. menerima penghuni kos t  u n t u k  1  (satu) jen is  kelamin
dalam setiap kamar,  kecual i  dapat  menunjukan su ra t
nikah dan/atau kartu keluarga;

e. menjaga suasana nyaman, tenteram dan damai; dan/atau
f. memel ihara persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki

atau dilcuasainya.
(2) Setiap Orang dilarang:

a. membalcar s a m p a h  a t a u  m e m b u a n g  b e n d a  y a n g
menimbulkan b a u  y a n g  dapa t  mengganggru penghuni
sekitarnya;

b. melalcukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang
dapat mengganggu penghuni sekitarnya;

c. menelantarkan pers i l ,  kap l i ng  a t a u  pekarangan y a n g
dimililci atau dilcuasainya;



d. mencorat-coret, menulis atau memasang iklan d i  pagar,
pohon, tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal;

e. berada dalam satu kamar dengan orang yang berlainan
jenis kelamin atau bukan muhrimnya di rumah kost, sewa,
dan/ atau kontrakan; dan/atau

f. menyalahgrunakan a tau  menyediakan m m a h  kost, sewa
dan/atau kontralcan u n t u k  melakukan perbuatan yang
melanggar hukum dan/atau norma kesusilaan.

Pasal 14

(1) Se t i ap  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf  a, huruf  b dan huruf
f dikenai sanksi administratif.

(2) S a n k s i  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bempa:
a. teguran d a n / a t a u
b. teguran tertulis.

(3) Se t i ap  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf  c, huruf d dan huruf
e dan Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(4) S a n k s i  administrarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa:
a. teguran
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d. penutupan secara permanen kegiatan.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) dilakulcan secara berjenjang.

(6) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mempakan pengenaan sanksi administratif dilalcukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(7) Dikecual ikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat  (5), apabi la
terdapat kepentingan un tuk  segera mewujudkan ketertiban
linglcungan.

(8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) huru f  a dan huruf  b dilaksanakan oleh
Kepala Desa/Lurah.

(9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hu ru f  c dilaksanakan oleh Camat setelah menerima
permohonan/rekomendasi dan i Kepala Desa/Lurah.

(10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4 )  h u r u f  d  di laksanakan o leh  Satpol  P P  setelah
menerima permohonan/rekomendasi dan i Camat.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 15

(1) Setiap orang berkewajiban memenuhi ketentuan peraturan
pemndang-undangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya
dan m e m a t u h i  j a m  operasional y a n g  d i te tapkan o l e h
Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Orang dilarang:
a. ber jualan dan /  atau menempatkan benda dengan tu juan

untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di Jalan, di tepi



(3)

Jalan atau trotoar, j a lu r  hijau, taman dan/atau tempat
umum lainnya;

b. melakukan k e g i a t a n  u s a h a  penyelenggaraan c l a n
pengelolaan parlcir kendaraan d i  tempat umum dengan
maksud untuk memungut bayaran;

c. membagikan selebaran, pamflet, b rosur  d a n  sejenisnya
untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan d i
Jalan, jalur hijau, anglcutan umum dan atau taman yang
dapat m e n i m b u l k a n  g a n g g u a n  K e t e r t i b a n  U m u m ,
kebersihan dan kenyamanan masyarakat; dan/ atau

d. menjual  barang dagangan berupa rokok maupun Minuman
Beralkohol kepada pelajar atau anak di bawah umur.

Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)
huruf a dan huruf b tidak berlalcu jika telah mendapatkan izin
dan i pejabat yang berwenang.

Pasal 16
Setiap Orang  di larang memproduksi, menjual ,  mengedarkan
dan/ atau memperdagangkan:
a. daging glonggongan;
b. daging oplosan;
c. dag ing y a n g  d i b e r i  pengawet  berbahaya y a n g  d a p a t

berpengaruh terhadap lcualitas daging; dan/atau
d. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak

konsumsi.

Pasal 17
Setiap pemasukan hewan dan i daerah lain dan/atau pengeluaran
hewan ke daerah lain wajib disertai surat kesehatan hewan dani
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

Pasal 18
(1) Se t i ap  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan
Pasal 17 dikenai sanksi administratif.

(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bempa:
a. t e g u r a n  lisan;
b. t e g u r a n  tertulis;
C. p e n u t u p a n  sementara;
d. pembelcuan izin;
e. p e n c a b u t a n  izin;
f. p e m b u b a r a n ;  dan/ atau
g. p e n u t u p a n .

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilalcukan secara berjenjang.

(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Dikecual ikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat  (3), apabila
terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di
tempat usaha dan usaha tertentu.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b terhadap pelanggaran ketentuan:
a. P a s a l  15  ayat  (1) dan  ayat (2) h u r u f  a  dan h u r u f  d

dilaksanakan o l e h  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g



menyelenggarakan u r u s a n  pemerintahan d i  b i d a n g
perdagangan;

b. P a s a l  15 ayat (2) h u r u f  b, hu ru f  c dilaksanakan oleh
Perangkat Dae rah  y a n g  menyelenggarakan u m s a n
pemerintahan di bidang perhubungan; dan

c. P a s a l  1 6  dan  Pasal 17  dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di
bidang petemakan dan perikanan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hu ru f  d dan huru f  e dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan u m s a n  pemerintahan d i
bidang perizinan.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Satpol
PP s e t e l a h  m e n e r i m a  permohonan/rekomendasi d a n i
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 19
Setiap Orang dilarang:
a. me la lcukan  kegiatan produks i ,  mengolah, memasuldcan,

membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan,
menimbun, menyediakan, menyajikan Minuman Beralkohol
atau minuman keras tanpa izin dan i pejabat yang berwenang;

b. m e n j u a l ,  menyediakan, d a n /  atau menyaj ikan M i n u m a n
Beralkohol selain pada tempat yang ditentulcan atau tanpa
memiliki izin dan i pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. m i n u m  Minuman Beralkohol d i  tempat  u m u m  sehingga
mengganggu ketenteraman masyarakat; dan/ atau

d. m e n j u a l  Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum
bemsia 21 (dua puluh satu) tahun atau pelajar.

Pasal 20
Penjualan dan  peredaran Minuman Beralkohol a tau minuman
keras di larang dilalcukan berdekatan dengan tempat  ibadah,
sekolah, rumah salcit, gelanggang remaja, tempat olah raga, kaki
lima, terminal, stasiun, 'dos kecil, penginapan remaja dan bumi
perkemahan.

Pasal 21
(1) Se t i ap  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d dan Pasal
20 dikenai sanksi administratif.

(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bempa:
a. tegruran tertulis;
b. penutupan sementara;
c. pembekuan izin;
d. pencabutan izin; dan/ atau
e. Penutupan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilalcukan secara berjenjang.

(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilalcukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Dikecual ikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat  (3), apabi la



terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di
tempat usaha dan usaha tertentu.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2):
a. huruf a  di laksanakan o l e h  Perangkat Daerah  y a n g

menyelenggarakan u m s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
perdagangan;

b. huruf c  d a n  h u r u f  d  dilaksanakan o leh pejabat yang
berwenang mengeluarkan i z i n  s e t e l a h  mempero leh
permohonan/rekomendasi dan  i Perangkat Daerah y a n g
menyelenggarakan u m s a n  pemer in tahan d i  b i d a n g
perdagangan; dan

c. huruf  b dan huruf  e dilaksanakan oleh Satpol PP setelah
menerima p e r m o h o n a n /  rekomendasi d a n  i P e r a n g k a t
Daerah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan d i
bidang perdagangan.

Bagian Kesembilan
Tertib Bangunan

Pasal 22
(1) Se t i ap  pemilik dan pengguna bangunan berkewajiban:

a. m e n a n a m  pohon pelindung/produktif, tanaman hias,
apotek hidup, dan /  atau wamng hidup serta tanaman
produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;

b. m e m b u a t  s u m u r  resapan a i r  h u j a n  p a d a  se t i ap
bangunan ba ik  bangunan yang ada a tau  yang akan
dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada
serta pada sarana Jalan/gang sesuai dengan ketentuan
telcnis yang berlaku;

c. menyed iakan  tempat sampah di dalam pekarangan;
d. meme l lha ra  trotoar, drainase, dan bahu Jalan yang ada

di sekitar bangunan; dan/ atau
e. m e m e l l h a r a  pohon dan tanaman lainnya di halaman clan

sekitar bangunan.
(2) Se t i ap  Orang dilarang:

a. m e n d i r i k a n  b a n g u n a n ,  m e n g u b a h ,  m e m p e r l u a s ,
mengurangi, merehabilitasi dan/  atau merenovasi tanpa
izin;

b. memanfaatkan Bangunan Gedung sebelum memili lci
SLF;

c. memanfaa tkan  Bangunan Gedung yang t i dak  sesuai
dengan peruntukan izinnya; dan/ atau

d. m e n d i r i k a n  Bangunan Gedung tidak sesuai dengan PBG
yang dimiliki.

Pasal 23
(1) Se t i ap  O r a n g  y a n g  melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  2 2  a y a t  ( 1 )  d i k e n a i  s a n k s i
administratif.

(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bempa:
a. t e g u r a n  lisan; dan/ atau
b. t egu ran  tertulis.

(3) Se t i ap  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana
dimaksud d a l a m  P a s a l  2 2  a y a t  ( 2 )  d i k e n a i  s a n k s i
administratif.



(4) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) bempa:
a. tegruran  lisan;
b. t e g u r a n  tertulis;
c. penghen t ian  sementara a t a u  t e tap  p a d a  pekerjaan

pelaksanaan pembangunan;
d. penghent ian  sementara atau tetap pada pemanfaatan

Bangunan Gedung;
e. pembelcuan PBG;
f. p e n c a b u t a n  PBG;
g. pembelcuan SLF Bangunan Gedung;
h. pencabu tan  SLF Bangunan Gedung; dan/atau
i. pembongkaran .

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) dilalcukan secara berjenjang.

(6) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mempakan pengenaan sanksi administratif dilalcukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(7) Dikecual ikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat  (5), apabila
terdapat kepentingan un tuk  segera mewujudkan ketertiban
bangunan.

(8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 )  d i laksanakan o l e h  Perangkat  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang.

(9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) untuk:
a. h u r u f  a  d a n  h u r u f  b  dilaksanakan o leh  Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum dan penataan mang;

b. h u r u f  e, huruf  f, huruf  g dan huruf  h dilaksanakan oleh
Perangkat Dae r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintahan d i  b idang perizinan setelah menerima
permohonan d a n  i P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g
menyelenggarakan u r u s a n  pemerintahan d i  b i d a n g
pekerjaan umum dan penataan mang; dan

c. h u r u f  c, huruf d dan huruf i dilaksanakan oleh Satpol PP
setelah m e n e r i m a  permohonan/rekomendasi  d a n i
Perangkat Da e r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan
mang.

Bagian Kesepuluh
Tertib Sosial

Pasal 24
Setiap Orang dilarang:
a. m e m i n t a  bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan

apapun ba ik  di lakukan sendiri  maupun bersama-sama d i
Jalan, anglcutan umum, rumah tempat tinggal, kantor clan
tempat u m u m  la innya yang mengganggu ketertiban d a n
Ketenteraman masyarakat, tanpa iz in  tertul is dan i Bupat i
atau pejabat yang ditunjuk;

b. m e n 3 r u m h  o r a n g  l a i n  u n t u k  men jad i  pengemis a t a u
pengamen;

c. memasuldcan dengan sengaja pengemis, gelandangan, dan
orang gila ke Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu
yang dapat mengganggru Ketertiban Umum;



d. mengemis ,  menggelandang, mengamen, berdagang asongan
dan kegiatan sejenis lainnya dengan tu juan mendapatkan
imbalan di fasilitas umum;

e. m e m b e r i  imba lan  kepada  pengemis, gelandangan, c l a n
pengamen di fasilitas umum; dan/atau

f. b e r a d a  di Jalan, jalur hijau, taman dan/ atau tempat umum
lainnya y a n g  m e n g a n g g u  K e t e r t i b a n  U m u m  d a n
Ketenteraman masyarakat.

Pasal 25

(1) Set iap  O r a n g  y a n g  melanggar ke ten tuan  sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 24 dikenai sanksi administratif.

(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. t e g u r a n  lisan;
b. t e g u r a n  tertulis;
C. p e n u t u p a n  sementara;
d. pembelcuan izin;
e. p e n c a b u t a n  izin;
f. p e n u t u p a n ;  dan/ atau
g. p e m b i n a a n  atau pengiriman ke panti  rehabilitasi/panti

sosial.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) mempakan pengenaan sanksi administratif dilalcukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Dikecual ikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat  (3), apabi la
terdapat kepentingan un tuk  segera mewujudkan ketertiban
sosial.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk:
a. h u r u f  a  d a n  h u r u f  b  dilaksanakan o leh  Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di
bidang sosial;

b. h u r u f  d  d a n  h u r u f  e  dilaksanakan dengan tahapan
Perangkat D a e r a h  y a n g  menyelenggarakan u m s a n
pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan
kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin; clan

c. h u r u f  c, huruf  f dan huruf g dilaksanakan oleh Satpol PP
setelah m e n e r i m a  permohonan/rekomendasi  d a n i
Perangkat Dae r a h  y a n g  menyelenggarakan u m s a n
pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 26

(1) Se t i ap  Orang berkewajiban:
a. mencegah  dan mengendalikan penyalcit menular;
b. m e n j a g a  linglcungan sehat;
c. m e m i l i l c i  izin operasional atau izin praktik bagi Fasilitas

Kesehatan Ru jukan  Tingka t  Lan ju tan  (FICRTL) c l an
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);



d. m e m i l i k i  i z i n  da lam menjalankan usaha milcro oba t
tradisional;

e. m e m p u n y a i  Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin
Praktek (SIP) bag i  se lumh  tenaga kesehatan da lam
melakukan tugasnya; dan/ atau

f. m e m i l i k i  i z i n  sesua i  dengan  ke ten tuan  pera tu ran
perundang-undangan bagi tempat pengelola pangan slap
saji.

(2) Se t i ap  Orang dilarang:
a. menyebar luaskan penyakit menular;
b. me la lcukan  a k t i v i t a s  y a n g  d a p a t  membahayakan

kesehatan orang lain; dan/ atau
c. m e n j a l a n k a n  kegiatan usaha di bidang kesehatan tanpa

izin sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

Pasal 27

(1) S e t i a p  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif.

(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. t e g u r a n  lisan;
b. t e g u r a n  tertulis; dan/ atau
c. penu tupan .

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilalcukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Dikecual ikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat  (3), apabi la
terdapat kepentingan un tuk  segera mewujudkan ketertiban
kesehatan.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk:
a. h u r u f  a  d a n  h u r u f  b  dilaksanakan o leh  Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan; clan

b. h u r u f  c  di laksanakan Satpol  P P  setelah menerima
permohonan/rekomendasi dan i Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan u r u s a n  pemerintahan d i  b i d a n g
kesehatan.

Bagian Keduabelas
Tertib Tempat Hiburan dan Kerarnaian

Pasal 28

(1) Se t i ap  Orang berkewajiban:
a. memperoleh i z i n  d a n  i pe jaba t  a t a u  lembaga y a n g

berwenang sebelum menyelenggarakan kegiatan hiburan
dan keramaian sesua i  dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan; dan

b. mematuhi  j a m  operasional yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.



(2) Se t i ap  Orang dilarang:
a. menyelenggarakan kegiatan/usaha Tempat Hiburan dan

keramaian tanpa iz in  dan i pejabat a tau lembaga yang
berwenang;

b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau
memberikan kesempatan kepada para  pelanggan a tau
konsumen u n t u k  melakukan kegiatan h i b u r a n  d a n
keramaian selain dan i izin yang dimiliki; dan/atau

c. melaksanakan kegiatan di luar jam operasional yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

(1) S e t i a p  O r a n g  y a n g  melanggar ke tentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif.

(2) S a n k s i  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bempa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin;
e. pencabutan izin;
f. pembubaran; dan/atau
g. penutupan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

(4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mempakan pengenaan sanksi administratif dilakukan
secara bertahap dan i yang paling ringan ke yang paling berat.

(5) Dikecual ikan dan i ketentuan pengenaan sanksi administratif
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat  (4), apabi la
terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di
tempat hiburan dan keramaian.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk:
a. h u m f  a dan humf  b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan umsan pemerintahan d i  bidang
pariwisata;

b. h u m f  d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan umsan pemerintahan d i  bidang
perizinan setelah mener ima permohonan/rekomendasi
dan i Perangkat Daerah yang menyelenggarakan umsan
pemerintahan di bidang pariwisata; dan

c. h u m f  c, h u m f  f dan humf  g dilaksanakan oleh Satpol PP
setelah m e n e r i m a  permohonan/rekomendasi  d a n i
Perangkat D a e r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB III
PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 30

(1) Penerapan sanks i  teguran l i s a n  d i lakukan o l e h  kepa la
Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

(2) Se la i n  kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala Satpol PP dapat melakukan penerapan sanksi
teguran lisan.



(3) D a l a m  penerapan s a n k s i  t e g u r a n  l i s a n  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Perangkat Daerah
dan kepala Satpol PP dapat menugaskan kepada pejabat d i
linglcungannya.

(4) Pe jabat  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 3 ) ,  d a l a m
menerapkan s a n k s i  t e g u r a n  l i s a n  d i la lcukan d e n g a n
membawa surat perintah tugas.

pada aya t
berikutnya.

(2), penerapan sanksi  di lanjutkan k e  jenjang

Pasal 32

Penerapan sanksi penghentian/penutupan sementara

Pasal 31

(1) Penerapan sanks i  teguran l i s a n  sebagaimana d imaksud
dalam Pasa l  3 0  d iber ikan kepada Set iap O r a n g  y a n g
melanggar d e n g a n  menandatangani  s u r a t  p e m y a t a a n
bersedia d a n  sanggup  m e n a a t i  d a n  m e m a t u h i  s e r t a
melaksanakan ketentuan dalam peraturan Bupati mi.

(2) Se t i ap  O r a n g  y a n g  t i d a k  me laksanakan  d a n /  atau
mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan peringatan/teguran tertulis bempa surat
peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan
ketiga oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dengan
jangka waktu:
a. 3  (tiga) hari untuk surat peringatan pertama;
b. 2  (dua) hari untuk surat peringatan kedua; dan
c. 1  (satu) hari untuk surat peringatan ketiga.

(3) Dikecual ikan dan  i ketentuan jangka w a k t u  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat ketentuan lain yang
mengaturnya secara Ichusus.

(4) D a l a m  h a l  Set iap Orang  f i d a k  melaksanakan dan /a tau
mengingkari surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud

(1)
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari.

(2) Dikecual ikan dan  i ketentuan jangka w a k t u  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila Setiap Orang yang melanggar
sanksi sedang da lam proses memenuhi  ketentuan yang
dipersyaratkan, yang dibukt ikan dengan surat  keterangan
dan i instansi/pejabat yang mengeluarkan izin.

Pasal 33

Dalam penerapan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, selain Perangkat Daerah yang berwenang, Satpol
PP dapat menerbitkan teguran tertulis apabila:
a. d i t e m u k a n  secara langsung adanya pelanggaran; dan/atau
b. h a s i l  dan i pengawasan yang ditemukan oleh Satpol PP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengrundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 3 Juni 2024
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